BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 33 TAHUN 2021
TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah harus didasarkan
atas prinsip-prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas
dan akuntabilitas sesuai dengan rencana,
program/kegiatan/sub kegiatan, serta fungsi setiap
perangkat daerah, perlu disusun Standar Harga
Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Harga Satuan
Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Pepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman
Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1166);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 1781);
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Menetapkan

9.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 926);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7

Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2022.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

ik
2.

Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Musi
Rawas yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah
Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
di daerah.
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7. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya

disingkat RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan PD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan
APBD.

Harga Satuan Pokok Kegiatan selanjutnya disingkat
HSPK adalah standar yang digunakan untuk menilai
kewajaran dalam menyusun Rencana Kerjadan
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Musi Rawas.

Harga Satuan, adalah nilai suatu barang yang
ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan
biaya komponen masukan kegiatan.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 2

Tujuan ditetapkannya HSPK adalah :

a. memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen

perencanaan, PPAS dan RKA-SKPD DPA-SKPD guna
terciptanya keseragaman penyusunan anggaran
belanja serta penentuan anggaran berdasarkan tolak
ukur kinerja yang jelas;

sebagai instrument untuk penilaian kewajaran atas
beban kerja dan  biaya = terhadap suatu
kegiatan/aktivitas PD; dan

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian
anggaran dan terciptanya akuntabilitas dalam

penyusunan anggaran.




Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup HSPK meliputi:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(3)

(4)

)

kewajaran belanja kegiatan;
kewajaran alokasi objek belanja kegiatan; dan
kewajaran proporsi obyek belanja kegiatan.

BAB III
TATA CARA PENERAPAN
HARGA POKOK SATUAN KEGIATAN
Pasal 4

HSPK terdiri dari:

pekerjaan tanah;

pekerjaan pasangan;

pekerjaan beton;

pekerjaan perkuatan tebing sungai;
pekerjaan pengerukan; dan

mo a0 o op

sarana prasarana penurunan stunting.

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Peraturan ini.

Setiap satuan pekerjaan/kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada HSPK.
Dalam hal jenis kegiatan yang bersumber dari dana
APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan
Dana Hibah yang regulasinya diatur secara khusus,
mempedomani petunjuk teknis penggunaan dana
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Satuan pekerjaan/kegiatan yang tidak diatur dalam
satuan pokok kegiatan sebagaimana dimaksud ayat
(1), disusun berdasarkan asas kewajaran sesuai
dengan beban kerja kegiatan serta berpedoman pada

prinsip ekonomis, efesiensi dan efektif untuk
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menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dalam satu

tahun anggaran.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Ketentuan penggunaan Harga Pokok Satuan Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan dan belum diatur dalam
Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati melalui pembahasan oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Rawas.
Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal, 9 Septeuiber 2021
BUPATI MUSI RAWAS,
dto
RATNA MACHMUD
Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal, 9 Soptewbher 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto
EDI ISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2021 NOMOR.Z!'3




